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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Kebijakan Pembangunan Desa 

 Kebijakan adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut 

atau dipilih dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang 

berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 

2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan 

pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai 

dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun 

perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. 

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan. 

b. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah. 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Pengawasan. 

d. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat 

e. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-

pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan 

pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek 



 13 

kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan 

bagi masyarakat 

a. Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami 

peningkatan 

b. Proses produksi sedang mengalami perubahan cukup berat, melalui adopsi 

teknologi 

c. Komersialisasi sudah cukup tinggi, pasar digunakan untuk menjual hasil dan 

membeli input produksi 

d. Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai 

berkembang 

e. Memanfaatkan teknologi baru 

f. Produksi berorientasi pasar.  

Sebagian besar dijual untuk pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi 

selalu disesuaikan dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi adalah untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 

a. Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi 

 Agribisnis dan Agroindustri dan perdagangan berkembang. 

b. Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human 

 investment 

c. Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan 

ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa.  

a. Kebijakan Pembangunan Desa 

Bertolak dari permasalahan diatas, Pemerintah menetapkan berbagai 

kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. 

Kebijakan dimaksud antara lain: 
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a. Pemantapan kerangka aturan 

b. Penataan kewenangan dan standar pelayanan minimal Desa;  

c. Pemantapan kelembagaan;  

d. Pemantapan administrasi dan keuangan Desa; 

e. Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan  

f. Peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa. 

  Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program 

prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:  

a. Pemantapan kerangka aturan: 

Lingkup kegiatannya yaitu; mempercepat penyelesaian Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 

Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan prinsip 

keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat.  

b.  Penataan organisasi dan kewenangan:  

Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

beserta kewenangan yang harus dimilikinya;  

c.  Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa:  

Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan 

keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi 

dana desa, upaya peningkatan pendapatan asli desa, upaya penga-daan bantuan 
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dari pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan 

usaha milik desa serta peningkatan dayaguna dan hasil guna aset yang dimiliki 

maupun yang dikelola oleh desa. 

d.  Penataan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, 

cepat, dan murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.  

e.  Pemantapan dan pengembangan kapasitas: 

Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kapasitas Kepala Desa, 

Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih mampu 

menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, 

transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat.  

f.  Pengadaan sarana dan prasarana:  

Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan sarana dan prasarana 

pemerintahan desa yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang terdepan. 

Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah 

dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, program Inpres Desa Tertinggal, 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan pedesaan 

dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Selain itu guna menyokong 

program pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) 

bagi para petani dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya.  

Akan tetapi program-program tersebut belum mampu meningkatkan 

kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT 

sampai saat ini banyak yang menunggak karena petani tidak mampu membayar 
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cicilan tersebut. Adapun program IDT lebih cenderung pada pembangunan fisik 

saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang 

tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan 

pembangunan masyarakat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti 

ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, tidak terakomodasinya 

keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam program-program pemerintah, dan 

kualiatas pendidikan dan kesejahteraan masih rendah.  

 

2.2. Otonomi Desa 

 Menurut Wijaya (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, 

bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebalik nya 

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa 

tersebut, 

Kemudian dalam penjelasan atas pemerintah Nomor 72 tahun 2005, di 

jelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan 

desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak 

asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat 

namun harus di selenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara 

yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Dalam pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya yang dapat 

diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka 

saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan 

banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa di 

asosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, 

mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja serta tingkat 
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pendidikan yang di katakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan 

hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kacamata 

ini, Desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan 

yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur Pemerintahan 

Negara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12 di 

sebutkan bahwa Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjut nya di sebut 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan atau di 

bentuk dalam system pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota 

sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang di miliki 

oleh Desa ataupun dengan sebutan lain nya dan kepala desa melalui pemerintah 

desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang 

terhadap Desa di luar Desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administrative 

atau pun alasan lain yang warga nya pluralistis, majemuk atau heterogen, maka 

otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 

Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
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berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten atau Kota di serahkan pengaturan nya kepada Desa. 

Namun harus selalu di ingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena 

itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelanggaraan 

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekan kan bahwa desa adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, 

wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk 

memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang di laksanakan dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166). 

 

2.3. Konsep Pembangunan Desa 

 Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 

tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan 

pembangun desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 
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2.3.1. Perencanaan Pembangunan Desa 

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu system 

pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 

dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan 

semangat gotong royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.  

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, 

pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. 

Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi 

oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, 
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dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi 

pendampingan di wilayahnya.  

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun 

secara berjangka meliputi: 

a.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun; dan 

b.  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

a. Penyusunan RPJMDes 

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan 

tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa danpenyusunan RKP 

Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun 

oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM 

Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan 

Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
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i. Langkah-langkah Penyusunan RPJM Desa 

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa 

dengan mengikut sertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM 

Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa 

dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. 

Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 

a. Pembentukan tim penyusun 

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan 

c. Pengkajian keadaan desa 

d. Penyusunan rencana melalui musyawarah 

e. Penyusunan rancangan rpjm desa 

f. Penetapan RPJM Desa 

ii. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri 

dari: 

a. Kepala Desa selaku Pembina  

b. Sekretaris Desa selaku ketua  

c. Ketua LPM selaku sekretaris 

d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa dan unsur masyarakat 

lain nya. 

Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedikit 7 

(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun 
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RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM 

Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten 

b. Pengkajian keadaan Desa 

c. Penyusunan rancangan RPJMDes 

d. Penyempurnaan rancangan 

b. Penyusunan RKP Desa 

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM 

Desa.RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi 

dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif 

Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh 

pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan 

dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun 

berjalan.RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan 

masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 

a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah 

Desa 

b. Pembentukan tim penyusun RKP 

c. Pencermatan pagu indikatif Desa 

d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes 
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e. Penyusunan rancangan RKP Desa 

f. Penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa 

g. Penetapan RKP Desa 

h. Perubahan RKP Desa 

i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa 

2.3.2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 

Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang 

dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan 

kegiatan pembangunan Desa meliputi:pembangunan Desa berskala lokal Desa 

danpembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. 

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala local dikelola melalui 

swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak 

ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan 

Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. 

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau 

program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau 

program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor 

dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. 

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau 

program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan 
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untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah di bahas 

dan di sepakati dalam musyawarah Desa yang di selenggarakan oleh BPD. 

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis 

pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat 

mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, 

disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota. 

Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau 

program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan 

program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau 

unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

a. Tahapan Persiapan 

1. Penetapan pelaksana kegiatan 

2. Penyusunan rencana kerja 

3. Sosialisasi kegiatan 

4. Pembekalan pelaksana kegiatan 

5. Penyiapan dokumen administrasi 

6. Pengadaan tenaga kerja 

7. Pengadaan bahan/material 

b. Penetapan Pelaksana Kegiatan 

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 

tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan 

menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal 

pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, atau 
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dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. 

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan 

dan tahapan pelaksanaan kegiatan. 

c. Penyusunan Rencana Kerja 

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang 

memuat antara lain: 

1. Uraian kegiatan 

2. Biaya 

3. Waktu pelaksanaan 

4. Lokasi 

5. Kelompok sasaran 

6. Tenaga kerja 

7. Daftar pelaksana kegiatan 

Rencana kerja di tuangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan 

dengan keputusan kepala Desa. 

d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan 

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 

Desa.Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 

kabupatenmelaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. 

Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi: 

1. Kepala desa 

2. Perangkat desa 

3. BPD 
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4. Pelaksana kegiatan 

5. Panitia pengadaan barang dan jasa 

6. Kader pemberdayaan masyarakat desa 

7. LPM 

e. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 

sekurang-kurang nya meliputi: 

1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan 

2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan insfrastruktur Desa 

3. Perubahan pelaksanaan kegiatan 

4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah 

5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa 

7. Pelestarian dan pemamfaatan hasil kegiatan 

 

2.3.3. Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, 

dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan 

secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar 

pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. 
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Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada 

tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan 

Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai 

penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. 

Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara 

lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan 

tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, 

pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Hasil 

pemantauan pembangunan Desa di tuangkan dalam format hasil pemantauan 

pembangunan Desa. 

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: 

a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

Desa 

b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan relisasi 

pelaksanaan APB Desa 

c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa 

d. Memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa 

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian 

pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan: 

a. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa 

b. Membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat 

perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa di tetapkan 31 

Desember tahun berjalan 
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c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat 

pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB D esa 

sesuai peraturan perundang-undanganPetunjuk teknis penyusunan RPJMDesa 

dan RKPDesa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa 

lebih lanjut di atur ddengan peraturan Bupati/Walikota. 

 

2.4. Otonomi Daerah 

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, dalam 

penyelanggaraan pemerintahan nya menekankan asas desentralisasi yang secara 

utuh di laksanakan di Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat di lakukan menurut prakarsanya sendiri serta di 

dasari oleh aspirasi rakyat sesuai yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan 

Daerah otonom, selanjutnya di sebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004) 

 Otonomi daerah yang menganut prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab 

membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap wawasan kebangsaan di mana 

pemahaman tersebut antara lain sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, 
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pertahanan, keamanan, penanaman nilai-nilai kebangsaan serta rasa cinta tanah 

air, sebab tanpa pemahaman yang tepat, maka kebebasan ini dapat menjadi 

ancaman disintegrasi bangsa. 

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi: 

Pertama bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam 

konteks negara federal. Otonomi dalam rangka undang-undang 1945 pasal 18 

yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar klan kecil 

dengan susunan pemerintahan nya di tetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan 

Negara klan hak asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa. 

Kedua kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan 

susunan kekuasaan, termasuk di dalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah 

dimana daerah mendapat kan kemenangan untuk mengatur urusan daerah nya 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi 

mempunyai arti adanya skema otonomi di pandang sebagai pendekatan baru 

dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentu nyamembutuhkan 

bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap 

daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa. 

Ketiga proses politik yang di jalankan orde baru yang tidak memberikan 

harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan 

bagaimana akibat dari elitesmi politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang di 

maksud tersebut bukan sesuatu yang harus di tanggung oleh elit melainkan oleh 

masyarakat. Dari ketiga segi tersebut di nyatakan bahwa otonomi daerah pada 

dasar nya adalah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar 

ke atas menjadi model baru yang berorentasi ke bawah. 
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Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah, otonomi adaah daerah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjut nya di sebut 

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2003:243) 

Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang di jadikan prinsip dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu : 

a. Penyelanggaraan otonomi daerah di laksanakan berdasarkan aspek 

demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 

b. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata dan 

bertanggung jawab. 

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah 

kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan 

otonomi yang terbatas. 

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga 

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar 

daerah. 

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah 

otonom dan karena nya dalam daerah kabupaten/kota tidak lagi wilayah 
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administrasi. Demikian pula kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah 

atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan 

pertambangan, kawasan perumahan, kawasan perkebunan, kawasan 

kehutanan, kawasan industry, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata 

dan semacam nya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. 

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi 

legislatif daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas 

penyelanggaraan pemerintahan daerah. 

g. Pelaksanaan atas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari 

pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah desa yang di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana. 

Serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945,  pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, pemberian 

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah di harapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua 
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urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Agar otonomi daerah dapat di laksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak di capai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian 

pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. 

Di samping itu di berikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, 

pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu juga 

memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana 

secara efekttif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2.5. Pemerintahan Desa 

Pengertian Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan desa.  

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan 

Badan Permusyaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan 

perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari 20 sekretaris desa dan perangkat desa 
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lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan.  

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara 

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur 

dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa 

yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan 

sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum 

dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya 

berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda 

berdasarkan peraturan pemerintah.  

Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat. Anggota 

Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan 

yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan 21 Badan 

Permusyaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyaratan 

Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 

(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyaratan Desa 

(BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.  

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, 

rukun warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan 
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mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi 

sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud 

demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk 

mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif 

dalam kegiatan pembangunan.  

 

2.6. Pembangunan Desa 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

desa. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya 

dilakukan dengan berbagai pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut 

dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar; 

pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi local; 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  

Berdasarkan Permendagri No.14 tahun 2014 tentang pembangunan desa 

diaturkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: 

Perencanaan; pelaksanaan dan pengawasan.  

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa 

datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Sementara 

Henry Fayol seorang teoris manajemen atau administrasi asal prancis 
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mendefenisikan perencanaan sebagai pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, 

metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Berkaitan dengan pengertian perencanaan yang diungkapkan oleh para 

ahli tersebut, perencanaan pembangunan desa berarti pemilihan dan 

menghubungkan fakta-fakta yang ada tentang desa dan menggunakan asumsi-

asumsi yang berkaitan dengan masa mendatang untuk menetapkan strategi 

kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, system anggaran dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ 

Kota. Dalam implikasinya, berdasarkan pasal Permendagri No.14 tahun 2014, 

perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun; dan 

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka 

menengah desa untuk jangka waktu satu  tahun.  

Penyusunan perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat. Pemerintah desa bersama dengan masyarakat 

yang terdiri dari berbagai golongan akan duduk bersama dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan desa untuk secara bersama-sama menampung 

aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah 

desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa agar pembangunan 

desa benar-benar tepat sasaran atau dengan kata lain efektif dan efisien. 
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b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama 

dengan masyarakat tepatnya sesuai dengan rencana kerja pemerintah. 

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan 

tetap melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Upaya 

pembangunan desa memang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup 

warga desa secara individual dan keluarga. Dalam rangka ini, pendekatan 

yang efektif adalah melalui kelompok bukan secara individual. Hal ini untuk 

menghindarkan individu-individu yang mempunyai potensi besar akan maju 

sendiri dan meninggalkan masyarakat anggota lain. Disamping itu pelayanan 

terhadap kelompok akan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan 

dana yang ada”.  

c. Pengawasan  

Pengawasan terhadap setiap pelaksanaan dari program - program 

pembangunan desa dilakukan langusung oleh masyarakat. Masyarakat berhak 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa 

sebagaimana yang disampaikan dalam Permendagri No.14 tahun 2014 tentang 

desa sebab masyarakat merupakan pihak yang berdaulat dalam suatu negara 

sebagaimana inti dari demokrasi. Dalam melaksanakan pengawasan, 

masyarakat desa perlu mendapatkan informasi pelaksanaan rencana kerja 

pemerintah. Informasi tersebut bisa didapatkan masyarakat melalui layanan 

informasi desa dan laporan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan 

minimal 1  tahun sekali. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah 
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dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan 

melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara – 

cara terlembaga, seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, 

resolusi dan demonstrasi damai. Sedangkan pengawasan tidak melembaga 

yaitu pengawasan yang dilakukan dengan carayang tidak terlembaga dengan 

cara demonstrasi liar, pamphlet – pamphlet yang tidak sopan, caci maki, 

pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan”. 

 

2.7. Pemekaran 

 Istilah pemekaran daerah sebenaranya dipakai sebagai upaya memperhalus 

bahasa  yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah 

untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, 

istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah 

pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses 

terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.  pada 

dasarnya, pembentukan daerah otonom mempunyai dua tujuan utama, yaitu 

meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat 

lokal.  

Dari pendapat ini, pemekaran daerah diharapkan dapat tercapainya 

peningkatan pelayanan dan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat 

daerah. Artinya jika kedua hal tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran 

daerah tidak tercapai, lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran 

daerah/wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom 

baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang 
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yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan 

pengelolaan sumber–sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat 

yang lebih baik. Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk 

menjadi kabupaten/kota atau provinsi tidak terlalu sulit.  

Di era otonomi daerah hukum cukup memberikan kelonggaran kepada 

daerah untuk melakukan pemekaran. Hal ini yang menjadi sebab mengapa 

sekarang banyak daerah yang berkeinginan melakukan pemekaran mulai dari 

tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Pemekaran wilayah diatur dalam 

UU No. 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: 

Pasal 4  yang menjelaskan tentang pembentukan daerah dapat berupa 

penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau 

pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. 13 Pemekaran wilayah 

harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan Pasal 5. Syarat 

administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota 

dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan 

DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 

Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD 

kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD 

provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan 

syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang 

mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial 

politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang 
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memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling 

sedikit 5  kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 

kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4  kecamatan untuk pembentukan 

kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Oleh karena itu, 

bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan administratif, 

teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat 

dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya 

pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 

untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Untuk pembentukan provinsi 

disyaratkan sepuluh tahun, kabupaten/kota disyaratkan tujuh tahun, dan untuk 

kecamatan batas minimal penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun. 14 

Secara teori, tujuan pemekaran wilayah antara lain adalah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, percepatan 

pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 

agar terjadinya percepatan pembangunan ekonomi daerah. 

 

2.8. Pandangan Islam tentang Pembangunan 

 Karena Islam bersifat menyeluruh, oleh karena itu agar pembangunan 

dapat di pandang sebagai ibadah, pembangunan harus di laksanakan berdasarkan 

petunjuk dari Allah yang maha Esa. Hal-hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 

pembangunan spiritual dan materil seharus nya tidak di pisahkan, tetapi di bangun 

secara bersama. 

Pembangunan dalam kerangka Islam di kemukakan pada nilai 

yangmelekat dalam Al-Qur’an dan dan sunnah kedua sumber tersebut membentuk 
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kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga titik 

awal dari perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan dan 

tujuan pada semua level. 

Dalam Al-Qur’an juga di jelaskan pembangunan bangsa yang telah di 

kemukakan dalam Al-Qur’an pada potongan Q.S Ar’ad : 11 artinya: 

                                  

                                 

       

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti nya 

bergiliran di muka bumi dan belakang nya, mereka menjaga nya atas 

perintah Allah. Sesungguh nya Allah tidak merubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 
kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sesekali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. 

  

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum ingin berubah maka kaum ini 

harus berusa terlebih dahulu, karena Allah tidak akan mengubah keadaan mereka 

apabila tidak ada usaha dari mereka sendiri. 

 

2.9. Kajian Terdahulu 

Raja Sumardan (2011) dengan judul “Analisis pemekaran desa di 

Kabupaten Kuantan Singinging”. Di peroleh hasil dengan terjadinya pemekaran 

desa memperoleh pelayanan masyarakat, memperpendek hubungan jarak antara 

masyarakat utama dalam pemerintahan di wilayah Desa nya agar cita-cita berjalan 

dengan baik. 
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Indra Saputra (2016) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan 

Sebelum Dan Setelah Pemekaran Desa Titian”.Di peroleh dengan hasil perubahan 

pembangunan setelah pemekaran berjalan efektif. 

 

2.10. Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang gunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. 

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah: 

a. Pemekaran/pembentukan adalah tindakan mengadakan desa baru dapat 

berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding atau 

pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih pembentukan desa 

di luar desa yang telah ada. Pemisahan desa dari satu desa menjadi dua desa 

atau lebih dapat di lakukan setelah mencapai batas minimal 5 tahun usia 

penyelanggaraan pemerintahan. 

b. Pembangunan desa adalah suatu proses usaha pemerintah desa dalam 

melakukan perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu 

keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi 

pembangunan sarana dan prasarana,fasilitas umum, dan pembangunan 

ekonomi Pembangunan Desa tersebut tidak terlepas dari Partisipasi 

masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang benda, 

pikiran ide, tenaga gotong royong. 
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2.11. Konsep Operasional 

 Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. defenisi operasional berisi tentang 

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Yang menjadi 

variabel dalam penelitian adalah Fungsi pemekaran dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Untuk mempermudah di dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan 

dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoprasionalkan 

variable yang akan di gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. 

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Kelebuk setelah pemekaran, dimana dalam penelitian ini 

yang menjadi kajian penulis yaitu hasil pembangunan setelah pemekaran, yang di 

opersionalkan hanya pemerataan pembangunan yang di lihat dari segi fisik dan 

non fisik yang pelaksanaan pembangunan mulai dari awal pemekaran sampai 

dengan tahun 2017 adapun yang di ukur dalam penelitian ini adalah hasil dari 

pemekaran desa tersebut yang di lihat hanya dari segi pembangunan nya saja 

adapun kriteria nya sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pembangunan Desa Kelebuk setelahpemekaran sesuai dengan 

rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2013-2017 

Pengukurannya : 

Baik: Apabila dalam pelaksanaan pembangunannya tercapai 61% - 100% dari 

target yang telah di rencanakan oleh pihak pemerintah Desa Kelebuk 

Cukup Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembangunan nya tercapai 31% - 

60% dari target yang telah di rencanakan oleh pihak pemerintah Desa Kelebuk 
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Tidak Baik : Apabila dalam pelaksanaan pembangunan nya tercapai 0% - 30% 

dari target yang telah di rencanakan oleh pihak pemerintah Desa Kelebuk 

b. Pemerataan pembangunan Desa Kelebuk dapat di lihat dengan meratanya 

pembangunan di setiap dusun yang ada di Desa Kelebuk sesuai dengan 

perencanaan Desa Kelebuk yang tertulis di RKP baik itu sarana prasarana nya 

maupuun insfrastruktur Desa. 

Pengukurannya: 

Baik : Apabila pemerataan pembangunan nya mencapai 61% - 100% sesuai 

dengan perencanaan pembangunan jangka menengah  

Cukup Baik : Apabila pemerataan pembangunan nya mencapai 31% - 60% 

sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah 

Tidak Baik : Apabila pemerataan pembangunannya mencapai 0% - 30% sesuiai 

dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa 
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Tabel 2.1  

Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pembangunan  

Desa 

a. Perencanaan 

Pembangunan 

Desa 

 

 

 

b. Pelaksanaan 

Pembangunan 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pemantauan dan 

Pengawasan 

Pembangunan 

Desa 

 

 

 

1. Penyusunan RPJM 

Desa 

2. Penyusunan RKP 

Desa  

 

 

1. Tahapan Persiapan  

2. Pengadaan Tenaga 

Kerja dan 

Bahan/Material 

3. Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan 

4. Pemeriksaan Kegiatan 

Infrastruktur Desa 

5. Pelestarian dan 

Pemanfaatan Hasil 

Kegiatan 

Pembangunan Desa 

 

1. Pemantauan dan 
pengawasan tahapan 
perencanaan 
dilakukan dengan 
cara menilai 
penyusunan 
RPJM Desa dan RKP 
Desa. 

2. Pemantauandan 
pengawasan tahapan 
pelaksanaan 
dilakukan dengan 
cara menilai antara 
lain: pengadaan 
barang dan/atau 
jasa, pengadaan 
bahan/material, 
pengadaan tenaga 
kerja, 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan. 

Sumber: Permendagri No.114 Tahun 2014 
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2.13. Kerangka Berpikir 

 

                                                                                                                                          

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kelebuk Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis Setelah Pemekaran 

 

 

Ppbbvnvn 

 

Permendagari  

No.114 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan  

Pembangunan Desa 

1. Perencanaan 

Pembangunan Desa 

2. Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

3. Pemantauan dan 

Pengawan 

Pembangunan Desa 

Menganalisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kelebuk Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis Setelah Pemekaran dan Hambatan-Hambatan yang di alami 

dalam Pelaksanaan Pembangunan. 


